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ABSTRAK 

Tawuran dewasa ini dikenal sebagai suatu perbuatan yang mendatangkan 

keresahan. Di Indonesia, tawuran cenderung dilakukan oleh anak yang masih menginjak 

masa sekolah atau disebut dengan pelajar. Tawuran sering dianggap sebagai sesuatu yang 

familiar ditemui bahkan ada pada periode waktu tertentu tawuran itu sering terjadi. Dalam 

Kacamata hukum pemberian sanksi kepada pelaku tawuran dianggap cukup sulit karena 

tawuran dilakukan secara komunal/berkelompok sedangkan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tak dikenal pertanggungjawaban secara kolektif. Sehingga sanksi 

lebih ditujukan kepada individu sehingga untuk menjatuhkan sanksi secara merata hampir 

tak mungkin, melihat sifat kolektifitas dari tawuran yang begitu rumit dan khas, sehingga 

dibutuhkan suatu tindakan secara khusus dalam proses penegakan hukum dalam 

penanganan masalah tawuran. Oleh karena itu Diskresi kepolisian hadir dalam bentuk 

pemenuhan kebutuhan hukum semacam ini, kepolisian sebagai penegak hukum 

menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang menghidupkan hukum yang 

bersifat kaku tersebut.  

Di dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai bagaiamana implementasi dari 

tindakan diskresi itu sendiri yang dilakukan oleh kepolisian khususnya pada anggota 

Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam hal kasus tawuran yang dilakukan oleh pelajar 

di kota Yogyakarta serta untuk mengetahui apa saja bentuk dari tindakan diskresi yang 

diambil anggota kepolisian di Polresta Yogyakarta dalam hal menangani kasus tawuran 

antarpelajar sebagai penunjang pelaksanaan dan fungsi kepolisian, serta untuk memahami 

upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi tawuran antar pelajar yang terjadi di kota 

Yogyakarta. Metode Penelitian dalam penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan 

gabungan antara penelitian lapangan (field research) dan Penelitian kepustakaan (Library 

Research). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengambil data primer secara langsung 

melalui narasumber di lapangan yakni kepada penyidik di Polresta Yogyakarta serta data 

sekunder dengan metode pengolahan arsip yang ada di Polresta Yogyakarta sedangkan 

untuk pengambilan data melalui kepustakaan dilakukan dengan mengambil data sekunder 

melalui hasil dari karya ilmiah kepustakaan. 

Dari hasil penelitian ini terjawab bahwa tindakan diskresi merupakan suatu 

tindakan represif  karena tindakan diskresi diambil setelah adanya pelanggaran terhadap 

ketertiban serta keamanan umum. Dalam hal ini Diskresi kepolisian yang diterapkan di 

Polresta Yogyakarta terhadap pelaku tawuran terdapat 2 (dua) bentuk tindakan diskresi 

yaitu diskresi yang bersifat represif yustisial (penyidikan) dan diskresi yang bersifat 

represif non yustisial (pemeliharaan ketertiban). Sedangkan dalam upaya penanganan 

tawuran antarpelajar dalam wilayah hukum Polresta Yogyakarta meliputi Upaya Pre-

emtif, Upaya Preventif, dan Upaya represif. Selain dari pada itu dalam penelitian ini juga 

ditemukan bahwa adanya ambiguitas pemahaman personil antara tindakan diskresi dan 

diversi dalam artian adanya kebingungan tentang pemahaman konsep dari kedua tindakan 

kebijakan tersebut. 

 

Kata Kunci : Diskresi, Diskresi Kepolisian, Tawuran, Tawuran Antarpelajar, 
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MOTTO 

 

“Menulis adalah suatu proses membangun 

peradaban, dengan menulis kita kekal dalam 

ingatan dan sejarah peradaban, tulisan tak 

akan mati ditelan zaman, ia abadi bersama 

ilmu pengetahuan” 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Sungguh besar nikmat tuhan yang diberikan kepada hamba, puji syukur 

hamba panjatkan kepada ia yang maha ESA lagi maha penyayang. Segala usaha 

yang hamba tempuh hingga akhirnya karya ilmiah ini terselesaikan tidak lain karena 

adanya pertolongan Allah Azza Wa Jalla. Karena sesungguhnya segala nikmat yang 

datang kepada hamba ialah berasal dari Allah SWT. 

 اّللَِْ فمَِنَْ نعِ مَةْ  مِنْ  بكُِمْ  وَمَا 

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya)”. 

(Qs. An Nahl: 53) 

Alhamdulillah. Butuh banyak waktu serta tenaga untuk benar-benar sampai ke titik 

ini. Semua waktu dan tenaga yang aku habiskan tidak lain adalah bukti kecintaan 

ku kepada mereka, yang hingga hari ini tidak pernah berhenti memberikan 

dorongan doa, kasih sayang, pekerti, sopan santun, motivasi, ilmu, pendidikan dan 

banyak lagi yang tak terhitung jumlahnya. Terimakasih kepada kalian orangtua ku 

tercinta, ayahanda (H.Abidin sam) serta Ibunda (Hasnia), kalian adalah orang 

pertama yang menjadi guru ananda yang memberikan ilmu, hingga hari ini ananda 

benar-benar paham bahwa rumah adalah tempat pertama di mana ananda 

memperoleh ilmu dan kalian orang pertama yang menjadi guru ananda.  

Sungguh beribu terimakasih ananda takkan lah cukup menggantikan keringat 

kalian, jerih payah kalian. Ananda sangat sadar, belum memberikan apa-apa kepada 

Ibunda dan Ayahanda, Ananda sedih ketika melihat kalian mulai menua sementara 

anada masih merasa belum sanggup membahagiakan kalian berdua. Di tanah yang 

orang sebut istimewa ini hidup memaksa ananda untuk memilih. Ananda sangat 

mengerti bakti ananda sekarang takkan dapat menutupi kesalahan ananda terdahulu. 

Namun ananda berharap semoga dengan sampainya ananda pada titik ini mampu 

membuat bibir manis kalian sedikit tersenyum bangga. Terimakasih ayah ibu. 

Teruntuk saudara-saudaraku Kakanda Muhammad Hadi Abidin, Muhammad 

Irawan Abidin serta adinda Muhammad Faisal Abidin terima kasih telah berbagi 

kasih, cinta, dan kasih sayang selama ini. Saya bangga kita dipertemukan di dunia 

ini sebagai saudara sedarah, sedaging dan seperjuangan. Tetap semangat Bro ! 
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KATA PENGANTAR 

 

حِٮْمِ  ِ الَّرحْمنِ الرَّ  بِسْمِ لّله

 إِنَّ الْحَمْدَ ِ  -نحَْمَدُهُ وَ نسَْتعَِيْنهُُ وَ نسَْتغَْفِرُهُ وَ نعَوُْذُ بِا ِ  -مِنْ شُرُوْرِ أنَْفسُِناَ وَ مِنْ 

ِ ئا تِ  أعَْمَالِناَسَيه الَلهھُمَّ  .مَنْ يھَْدِهِ للهُ فلَََ مُضِلَّ لهَُ وَ مَنْ يضُْلِلْهُ فلَََ ھَادِيلَهَُ  .
 صَلهِى وَ 

ا بعَْدُ  -سَلهِمْ عَلىَ سَيهِدِنَا محمدٍ وَ عَلىَ أھَْلِهِ وَ صَحْبِهِ أجَْمَعِيْنَ   أمََّ

Sungguh besar nikmat tuhan yang diberikan kepada hamba, puji syukur 

penulis panjatkan kepada ia yang maha ESA lagi maha penyayang. Segala usaha 

yang penulis tempuh hingga akhirnya karya ilmiah ini terselesaikan tidak lain 

karena adanya pertolongan Allah Azza Wa Jalla karena sesunggunya segala nikmat 

yang datang kepada hamba ialah berasal dari Allah SWT.  

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW yang telah menuntun kita sebagai umat muslim hingga hari ini 

kita dapat merasakan nikmatnya islam, semoga syafa’at beliau senantiasa 

mengiringi kehiupan kita semua. 

Penyusunan skripsi ini pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi suatu 

persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penulis sangat menyadari bahwa karya ilmiah berupa skripsi ini tidak 

mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan 
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bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan 

banyak terima kasih serta rasa hormat penulis kepada: 

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

SunanKalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses 

sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., dan Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., 

M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, 

dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses 

penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas 

membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang 

bermanfaat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Polisi merupakan manifestasi dari suatu negara hukum karena dapat 

dipastikan setiap negara hukum memiliki sebuah lembaga kepolisian didalam 

struktur kenegaraannya sebagai lemabaga pertahanan dan keamanan negara agar 

terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera. Didalam kehidupan 

masyarakat itu sendiri terdapat dua kutub yaitu individu dan kehidupan bersama 

atau masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu sociability1dari para individu karena 

individu tidak serta merta menjadi masyarakat. Yang dimaksud dengan individu 

tidak serta merta menjadi masyarakat adalah karena adanya kenyataan bahwa 

terdapat sifat unsociability2 pada individu. Oleh karena itu individu tidak serta 

merta sepenuhnya menjadi “makhluk masyarakat” (social Being) melainkan 

“makhluk yang dimasyarakatkan” (socialised being).3 

Kepolisian diciptakan untuk membantu memasyarakatkan tiap-tiap 

individu. Agar individu memiliki daya dorong untuk menjalankan peranannya 

sebagai bagian dari tatanan yang ada dimasyarakat.4 Polisi melalui undang-undang 

memaksa setiap individu mengikuti tatanan yang ada dimasyarakat, agar 

terciptanya harmonisasi dari setiap individu satu dengan yang lainnya. 

                                                           
1 Sociability merupakan sifat atau keingingan bersosialisasi/berinteraksi satu sama lain. 

 
2 Unsociability merupakan sifat atau kedaan yang membuat seseorang tidak ingin berinteraksi 

satu sama lain. 

 
3 Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2002), hlm. 177. 

 
4 Ibid.. 
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Kepolisian dianggap sebagai alat negara yang dapat menjadi alat untuk 

memasayarakatkan individu maka dari pada itu kepolisian bertugas untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan yang ada dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang 

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (4) 

yang menyebutkan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat 

negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 

mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”5 

Dari pernyataan pasal tersebut dapat dipahami bahwa kepolisian memiliki 

cakupan tugas yang cukup luas yakni sebagai pelindung, pengayom, pelayan 

masyarakat serta melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa pekerjaan seorang anggota kepolisian sangatlah kompleks bahkan ada dari 

beberapa tugas yang ada pada kepolisian yang umumnya tidak benar-benar 

dipahami oleh masyarakat yakni terkait mengenai tugas-tugas polisi itu sendiri yang 

terkadang mengenyampingkan suatu aturan demi memenuhi rasa kedilan, padahal 

aturan tersebut telah dipahami secara umum oleh masyarakat. Misalnya dijalan raya 

yang sedang mengalami kemacetan, seorang petugas kepolisian yang mengatur lalu 

lintas terkadang menginstruksikan pengendara untuk menerobos traffic light yang 

pada saat itu berwarna merah yang menandakan pengandara seharusnya berhenti. 

Padahal dalam peraturan yang ada tindakan menerobos traffic light merupakan 

pelanggaran hukum. Namun tindakan tersebut tetap dilakukan oleh kepolisian 

dengan alasan untuk mencegah kemacetan semakin besar.  

                                                             
5 Lihat Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Adapula dalam kasus tawuran yang sering dilakukan oleh remaja/anak yang 

terkadang berakhir dengan jatuhnya korban luka maupun korban jiwa namun ketika 

polisi melakukan tindakan-tindakan represif seperti penangkapan pelaku tawuran, 

kecendrungan petugas polisi hanya akan memberikan peringatan yang disertai 

pembinaan tanpa adanya sanksi tegas dalam tanda kutip “apabila” dampak dari 

tawuran tersebut tidak ditemukan tindak pidana seperti adanya korban luka ataupun 

ada pihak yang melaporkan kerugian secara materil maupun inmateril. Hal ini 

searah seperti yang di ungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya 

Komisaris Besar Rikwanto pada Jumat 18/10/2013 kompas.com beliau mengatakan 

"Yang bisa ditindak jika ada tindak pidana, misalnya dari aksi putar-putar gir, ada 

yang berakibat korban luka atau tewas. Tidak ada tindak pidana, tidak bisa 

dipidanakan, makanya cuma dilakukan peringatan.”6  

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang penulis 

sebutkan diatas dewasa ini dikenal sebagai tindakan diskresi. Diskresi sendiri 

merupakan kewenangan suatu badan atau lembaga negara termasuk kepolisian 

untuk bertindak ataupun tidak bertindak atas penilaiannya sendiri.  

Diskresi Kepolisian di Indonesia sendiri secara yuridis diatur pada pasal 18 

UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu “Untuk 

kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sendiri.”7  

                                                             
6http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/18/2018451/Tanpa.Ada.Unsur.Pidana.Pelak

u.Tawuran.Tak.Bisa.Dihukum di akses pada 11 desember 2015. 
7 Lihat Pasal 18 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia 
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Hal tersebut meski tidak secara langsung mengandung kata diskresi tapi 

mengarah ke tindakan diskresi itu sendiri yang memiliki maksud bahwa seorang 

anggota Polri yang melaksanakan tugasnnya di tengah-tengah masyarakat seorang 

diri, harus mampu mengambil keputusaan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila 

terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya 

bagi ketertiban dan keamanan umum. Sedangkan definisi diskesi secara umum 

dipahami antara lain sebagai berikut : 

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa 

Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan 

sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang 

atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan 

atau keadilan.8 Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir 

diskresi diartikan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi 

yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.9 

Dengan demikian, wewenang diskresi dapat diartikan sebagai prinsip atau 

garis pokok yang mendasari anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan situasi 

dan kondisi menurut atas penilaiannya sendiri. Namun perbuatan diskresi sendiri 

tidak boleh dipahami sebagai perbuatan semenah-menah karena diskresi juga harus 

merupakan langkah yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Karena jika 

langkah dalam melaksanakan wewenang diskresi tidak sesuai dengan asas 

                                                             
 
8 Yan Pramadya, Kamus hukum: bahasa Belanda, Indonesia, Inggris,(Semarang: Aneka, 

1977), hlm. 91. 

 
9 Simorangkir, dkk, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm. 38. 
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wewenang yang berlaku, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

penyalahgunaan wewenang.10 

Dewasa ini banyak peristiwa hukum yang  sering kita temui dalam 

kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri ada banyak peristiwa hukum yang 

menjadi pekerjaan rumah yang cukup sulit untuk dipecahkan, salah satunya ialah 

masalah tawuran yang telah disinggung sebelumnya. Perilaku tawuran cenderung 

dianggap sebagai sesuatu yang familiar ditemui bahkan ada pada periode waktu 

tertentu tawuran itu sering terjadi.  

Tentunya penyebab terjadinya hal ini sangatlah kompleks mengingat motif 

dan faktor penyebab tawuran sangat bermacam-macam namun dari kacamata 

hukum sendiri tawuran dianggap bagian dari kenakalan yang merupakan suatu 

pelanggaran terhadap ketertiban umum. Sebagaimana yang dimaksud R. Soesilo 

dalam bukunya ”KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” 

dimaksud dari kenakalan (baldadigheid) meliputi semua perbuatan orang yang 

berlawanan dengan ketertiban umum.11 

Tawuran sendiri dianggap bagian dari kenakalan karena perbuatannya 

merupakan pelanggaran atas ketertiban umum yang dapat mendatangkan kerugian, 

bahaya, serta kesusahan meskipun demikian perbuatan tersebut dapat dimasukkan 

kedalam golongan tindak pidana tergantung dari akibat yang ditimbulkan karena 

jika dampak yang ditimbulkan dari tawuran tersebut seperti kekerasan terhadap 

                                                             
10 Djoko Prakoso, POLRI sebagai penyidik dalam penegak hukum (Jakarta: Bina Aksara, 

1987), hlm. 144. 

 
11 R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, (Bogor: Politea, 

1995), hlm. 326. 
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orang atau barang maka dapat dijerat pasal 107 tentang perkelahian massal atau 

sering dianggap sebagai penegeroyokan akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa 

untuk menerapkan pasal ini  unsur-unsur dari pasal tersebut harus terpenuhi terlebih 

dahulu. Pelaku tawuran dapat juga dijerat pasal 351 tentang penganiayaan terhadap 

orang jika unsur dari pasal ini terpenuhi. 

Di Indonesia, perkelahian yang dilakukan secara berkelompok umumnya 

dilakukan oleh anak yang masih menginjak masa sekolah. Perkelahian anak sendiri 

dapat digolongkan ke dalam 2 jenis kenakalan/deliquency yaitu kenakalan yang 

bersifat situasional dan kenakalan yang bersifat sistematik. Pada delikuensi 

situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka 

untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk 

memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan yang sistematik, perkalahian yang 

ditimbulkan karena adanya perilaku yang bersifat kultural yang hidup didalam diri 

serta lingkungan para pelaku.12 

Perkelahian yang dilakukan oleh pelajar dewasa ini cukup ekstrim karena 

polisi sering mendapati pelaku tawuran antar pelajar tersebut disertai senjata tajam 

sebagaimana Menurut,  Kunarto dalam bukunya “Merenungi Kritik Terhadap 

Polri”, beliau mengatakan bahwa: “perkelahian anak dewasa ini sangat hebat. 

Senjata-senjata seperti rantai,potongan kayu, besi, pisau, samurai, dan batu dapat 

ditemukan ketika mereka melakukan tawuran dijalan.”13  

                                                             
12 Kartini Kartono, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm.7. 

 
13 Kunarto, Merenungi kritik terhadap polri, (Jakarta: citra manunggal, 1996), hlm.362. 
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Polisi sendiri dalam penanganan perkara-perkara kenakalan remaja  

sebagian besar (90%) dengan diskresi dan hanya yang menyangkut anak-anak yang 

bermasalah sajalah yang ditangani secara biasa termasuk penahanan.14 

Namun biasanya pejabat polisi/penyidik tidak melakukan penahanan atas 

kejadian tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai diskresi dalam bentuk preventif 

untuk mencegah anak tersangkut kasus hukum lebih jauh (asas restorative 

justice).15  

Hal-hal terkait tindakan diskresi di atas serta anak sebagai pelaku tawuran 

merupakan alasan dasar penulis mengangkat tema untuk meneliti fenomena 

tersebut karena dapat disimpulkan bahwa dari hal-hal tersebut penggunaan diskresi 

dalam konteks mengatasi kenakalan remaja khususnya dalam perbuatan tawuran 

memiliki masalah yang cukup rumit, mengingat di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana tak mengenal pertanggungjawaban pidana secara kolektif sehingga 

penerapan sanksi lebih ditujukan kepada individu. Sedangkan untuk menjatuhkan 

sanksi pada kelompok secara merata hampir sangat tak mungkin. 

Melihat sifat kolektif tawuran yang begitu rumit dan khas, maka perlu 

tindakan yang bersumber dari piranti hukum pidana berupa sanksi yang adil dan 

efektif. Penggunaan diskresi dalam hal ini sangat penting akan tetapi penggunaan 

diskresi juga harus dilakukan dengan kehati-hatian serta harus pula sesuai dengan 

norma-norma serta asas-asas hukum yang berlaku karena jika tidak, hal ini dapat 

                                                             
 
14 ibid hlm. 371. 

 
15 Asas restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada 

kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana maupun korban. 
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pula berpotensi menimbulkan masalah khususnya dalam penanganan kenakalan 

yang dilakukan oleh anak/pelajar. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar di  Kota 

Yogyakarta“. Sebagai judul penelitian penulis, yang kemudian penulis harapkan 

dapat menambah khazanah keilmuan secara umum. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang ingin penulis teliti adalah: 

1. Apa saja bentuk implementasi dari tindakan diskresi anggota Polresta 

Yogyakarta untuk mengatasi tawuran yang dilakukan oleh Anak di Kota 

Yogyakarta? 

2. Upaya apa yang ditempuh Polresta dalam menekan angka tawuran pelajar 

di Kota Yogyakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Besar harapan penulis bahwa penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui upaya-upaya penerapan diskresi oleh anggota kepolisian 

khususnya terhadap pelaku tawuran antar pelajar khususnya di daerah 

kota Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang ditempuh pihak kepolisian 

dalam menekan angka tawuran oleh pelajar di Kota Yogyakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat serta guna dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Praktis, dapat menjadi masukan serta sarana referensi bagi 

penegak hukum khususnya bagi lembaga kepolisian 

b. Kegunaan Teoritis, besar harapan penulis hasil penelitian ini nantinya 

dapat menjadi buah pemikiran yang dapat dipetik oleh banyak kalangan 

baik secara umum maupun secara khusus. 

c. Kegunaan akademis, dapat menambah bahan referensi serta rujukan 

bagi akademisi ilmu hukum baik mahasiswa, dosen, atau bahkan praktisi 

hukum. 

E. Telaah Pustaka 

Sebagai bahan pertimbangan karya ilmiah skripsi penulis, dibutuhkan suatu 

uraian sistematis mengenai beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu terkait variable 

yang akan diteliti oleh penulis, dengan membandingkan antar penelitian yang 

memiliki objek serupa agar dapat menunjukkan perbedaan antar fokus peneliti yang 

akan penulis teliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya serta demi membuktikan 

keaslian penelitian penulis nantinya. 

Yang pertama ialah, penulisan hukum/skripsi milik Kornelis Mahasiswa 

Ilmu Hukum universitas atmajaya Yogyakarta, 2013. Dengan variable judul, 

“Tinjauan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”. Pada 

skripsi ini dibahas mengenai diskresi kepolisian secara khusus dari sudut pandang 

hukum pidana anak sesuai aturan perundang-undangan yaitu Undang-undang 
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nomor 11 tahun 2012. Menurut penulis, skripsi ini berbeda dengan yang akan 

diteliti penulis karena didalam skripsi ini yang menjadi topik pembahasan ialah 

diskresi kepolisian terhadap tindak pidana Anak secara umum, serta perbuatan 

Pidana anak pada umumnya, sedangkan fokus yang akan penulis teliti ialah diskresi 

kepolisian terhadap pelaku tawuran khususnya remaja, meski sama tergolong anak 

namun persoalan yang penulis angkat lebih mengerucut kesuatu masalah yaitu 

tawuran antar pelajar itu sendiri serta tindakan polisi dalam pandangannya ke 

permasalahan perkelahian massal. 

Yang kedua merupakan Jurnal Hukum milik Abiantoro Prakoso yang 

diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2010. Dengan Judul 

“Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh 

Polisi Penyidik Anak”. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan vage normen 

sebagai sumber hukum diskresi oleh polisi penyidik anak dan jenis-jenis tindak 

pidana apa yang dilakukan oleh anak yang dapat didiskresi. Hal-hal pokok dari hasil 

penilitian ini ialah kewenangan diskresi pada polisi yang bersumber pada vage 

normen secara umum belum atau tidak diterapkan. Karena belum jelas peraturan 

perundang-undangannya, misalnya; jenis-jenis tindak pidana apa yang 

memungkinkan untuk didiskresi sebab tidak semua jenis tindak pidana dapat 

didiskresi: perumusan persyaratan apa saja atas diri anak agar penuntutan pidana 

dapat dicegah.  

Polisi dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari 

tindakannya dan betul-betul demi kepentingan umum. Pengertian “demi 

kepentingnan umum” juga harus diterangkan lebih lanjut agar tidak disalahgunakan 
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polisi sebagai penyidik tunggal, sebab dapat juga berlindung “demi kepentingan 

umum” namun malah menyalahgunakan kewenangannya. Ketidakjelasan peraturan 

tentang diskresi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dibandingkan dengan ketentuan The Beijing Rules, 

tentang diskresi maka kewenangan diskresi polisi penyidik anak perlu diteliti dan 

disempurnakan.16 

Yang ketiga, ialah jurnal hukum oleh Febriyan Syukri Aswanto yang 

berjudul “Kewenangan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Hukum dalam 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian” sejatinya jurnal ini jauh berbeda dengan 

apa yang akan say teliti karena didalam jurnal ini secara khusus meneliti tindakan 

diskresi kepolisian dalam proses pelaksanaan dan fungsi kepolisian, serta 

konsekuensi hukum dan moral terhadap penegak hukum yang salah menerapkan 

atau mengambil kebijakan diskresi.  

Dalam kata lain penelitian ini membahas mengenai efektifitas serta 

kesesuaian tindakan yang telah atau akan diambil kepolisian. Sedangkan dalam 

penelitian saya nantinya akan membahas mengenai diskresi dari sudut bahasan 

yang khusus yakni dari sudut perspektif  hukum anak dalam hal kenakalan remaja 

khususnya perbuatan tawuran.17 

 

 

                                                             
16Abiantoro Prakoso, Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan 

oleh Polisi Penyidik Anak,  Jurnal Fakultas Hukum UNJember, (2010). 

 
17 Febriyan, Kewenangan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi Kepolisian, Jurnal Hukum, (2012). 
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F. Kerangka Teoritik 

Hukum memiliki karakteristik mengatur dan memaksa, manifestasi dari 

sifat mengatur dan memaksa itu sendiri ialah dengan adanya lembaga kepolisian 

sebagai struktur penyelenggara negara, karena kepolisian sendiri dibentuk untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban yang ada dalam suatu Negara seperti yang ada 

dalam pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 bahwa:  

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujauan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselengaranya perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. 

Oleh karena keadaan memaksa tersebut polisi diberi kewenangan diskresi 

untuk menjalankan tugas dengan mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya 

(doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid). Dimana 

menurut Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi ialah: “discretion is power 

authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and 

its use is more than idea of morals than law”18 

Pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang 

yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih 

menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. 

 

                                                             
18 https://ferli1982.wordpress.com/2013/01/15/diskresi-kepolisian-2/ diakses pada 13 maret 

2016. 
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Diskresi sendiri menurut Marwan Effendy memiliki tiga syarat antara lain: 

1) Demi kepentingan umum, 

2) Masih dalam lingkup kewenangannya, dan 

3) Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.19 

Dengan demikian diskresi muncul karena terdapat tujuan kehidupan 

bernegara yang harus dicapai yang antara lain untuk menciptakan kesejahteraan 

rakyat dan menegakkan hukum yang berorientasi pada kebijakan kebijakan hukum 

yang berkeadilan dan kemanfaatan hukum.20 

Berangkat dari pemaparan tersebut diskresi dapat dikaitkan dengan 

pencapaian kepentingan umum serta tercapainya rasa keadilan, oleh karena itu 

penyusun merasa perlu memasukkan teori kepentingan umum dan teori keadilan 

kaitannya dengan tindakan diskresi kepolisian. 

1. Teori Kepentingan umum 

Kepentingan Umum dalam arti luas memiliki makna bahwa kepentingan 

umum merupakan suatu kepentingan yang lebih mengedapankan pada kepentingan 

terhadap orang banyak daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Kepolisian 

dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada dalam suatu negara 

demi kepentingan umum.  Polisi untuk menjalankan tugasnya sebagai kamtibmas 

tersebut terkadang melakukan tindakan atas penilaiannya sendiri demi kepentingan 

umum. Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2002 

                                                             
19 Marwan Effendy, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam 

Penegakan Hukum, (Jakarta: Referensi, 2012) hlm. 8. 
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yakni “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri.”  

Yang dimaksud dari kepentingan umum dalam Undang-udang tentang 

kepolisian tersebut yakni Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat 

dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam 

negeri.21 

Dari pemahaman diatas dipahami bahwa dalam pelaksanaan Diskresi 

Kepolisian tersebut dilakukan tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi, 

kelompok atau organisasi melainkan harus dapat mengakomodir kepentingan 

umum, keadilan, kemanusiaan yang terjadi pada situasi atau kondisi yang bersifat 

mendesak serta harus didasari dengan hati nurani, etika profesi dan moral. Oleh 

karena itu agar diskresi dapat mengakomodir semua itu maka Tindakan diskresi 

didasarkan kepada pertimbangan terhadap prinsip moral dan prinsip kelembagaan, 

sebagai berikut: 

1. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran 

kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan. 

2. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan institusional dari polisi akan lebih 

terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga 

                                                             
21 Lihat pasal 1 angka 7 bab 1 ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh 

pada hukum 22 

Tanpa mengindahkan prinsip-prinsip moral, diskresi kepolisian tidak dapat 

berdiri tegak dalam pelaksanaannya tanpa dipedomani oleh asas-asas yang dapat 

menjadi bahan pencerahan bagi kepolisian untuk melakukan suatu tindakan 

diskresi. Karena suatu tindakan diskresi dapat memiliki efek yang cukup besar 

untuk itu suatu tindakan diskresi ini berpatokan pada empat azas yaitu :  

1. Azas Keperluan yakni yang memberikan pedoman tindakan polisi 

hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul untuk 

meniadakan atau mencegah suatu gangguan. 

2. Azas Masalah yang merupakan patokan memberi pedoman bahwa 

tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkan dengan 

dengan permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai 

motif pribadi. 

3. Azas Tujuan yakni menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat 

mencapai sasarannya, guna menghilangkan atau mencegah suatu 

gangguan yang merugikan. 

4. Azas Keseimbangan yaitu memberikan pedoman kepada petugas polisi 

agar tindakan polisi seimbang antara keras dengan lunak tindakan yang 

diambil, seimbang dengan alat yang digunakan dengan ancaman yang 

dihadapi.23 

                                                             
22 skolnick dikutip oleh Satjipto, dkk. didalam Polisi, Pelaku Dan Pemikir, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 112. 
23 H.R, Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Restu Agung, 

2002), hlm. 22. 
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Kepolisian sebagai pelaksana undang-undang selayaknya melaksanakan 

tugasnya, khususnya dalam pengambilan tindakan diskresi haruslah benar-benar 

demi kepentingan umum. 

2. Teori Keadilan 

Kepolisian sebagai alat negara sebagaimana yang dimandatkan pasal 5 ayat 

(1) UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian RI memiliki fungsi sebagai alat 

pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut anggota kepolisian sebagai pengemban 

tugas haruslah memerhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. 

Yang hal tersebut dipertegas dalam penjelasan pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 

tentang kepolisian RI. 

Oleh karena itu kepolisian sebagai pelaksana fungsi tersebut sudah 

sewajarnya mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, 

selain daripada itu diharap mampu pula menggali asas/nilai keadilan yang mengalir 

dari Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan rasa keadilan dan 

perikeadilan khususnya pada alinea ke II dan ke IV serta kedilan juga disebut sila 

ke 2 (dua) pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kepolisian sebagai pelaksana 

penjaga ketertiban, keamanan umum yang ada dimasyarakat dalam menjalankan 

fungsinya sebaiknya menghidupkan roh-roh keadilan yang tertuang baik itu dalam 

perundang-undangan maupun didalam ideologi negara agar terciptanya rasa adil 

yang ada pada mayarakat.  
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Keadilan dalam konsep hukum itu sendiri sejatinya memiliki makna yang 

amat luas serta corak yang cukup plural, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan 

dengan hukum itu sendiri sebagai perwujudan salah satu tata nilai sosial dan 

penciptaan keadilan sosial. Nilai sosial dan keadilan sosial tersebut bahkan dapat 

dicapai dengan jalan mengenyampingkan suatu hukum itu sendiri, sebagaiamana 

tindakan diskresi untuk menciptakan rasa adil itu sendiri terkadang dibutuhkan 

suatu tindakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum itu sendiri. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dan penelitian 

kepustakaan (Library research), peneliti melakukan penelitian pada lokasi 

penelitian yaitu di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk mendapatkan 

gambaran secara aktual terkait variable penelitian ini. 

2. Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu : 

a. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris 

sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk 

perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam 

barbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/arsip.24 Data sendiri akan 

diperoleh dari bahan-bahan hukum serta dengan metode wawancara dan 

pengamatan dilapangan. 

                                                             
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.141. 
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b. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil dari 

studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan non hukum. 25 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk data primer sendiri diambil melalui pengkajian terhadap peraturan 

yang terkait dengan variable judul yang akan diteliti dan juga melalui wawancara 

langsung. Sedangkan untuk data sekunder sendiri dengan studi kepustakaan serta 

literature yang berhubungan dengan variable penelitian penulis maka pengumpulan 

data-data merupakan penggabungan dari studi lapangan dan studi kepustakaan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini, penulis bagi terdiri 

dari 5 bab serta beberapa sub-sub bab yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

Pada bab pertama berisikan tentang pendahuluan yang di dalamnya berupa 

penjelasan tentang unsur-unsur yang menjadi syarat dalam sebuah peneitian, yaitu 

latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teoritik, metode peneltian, dan terakhir sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua peulis akan membahas tentang tinjauan secara umum terkait 

dengan judul penilitan penulis yaitu Tinjauan Umum Tentang Diskresi Kepolisian 

                                                             
 
25 Ibid. hlm 145. 
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yang dilakukan oleh anak dalam konteks kenakalan remaja yang berbentuk 

tawuran. 

Pada bab ketiga berisikan pembahasan mengenai gambaran umum tentang 

tempat penelitian yaitu berupa profil Polresta Yogyakarta, visi dan misi, serta 

bentuk implementasi diskresi kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam hal 

tawuran antar pelajar yang ada di Kota Yogyakarta dan berisi tentang Upaya-upaya 

yang ditempuh oleh kepolisian dalam menangani kasus tawuran antar pelajar di 

wilayah hukum polresta Yogyakarta. 

Pada bab Ke-empat berisikan tentang hasil analisis peneliti terkait dengan 

upaya diskresi polresta yogyakarta dalam penangan kasus tawuran yang dilakukan 

oleh anak, pada bab ini juga yang akan menjawab dari rumusan masalah yang akan 

penulis teliti. 

Pada Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian ini atau juga 

disebut sebagai bagian penutup, yaitu bagian yang memberikan kesimpulan serta 

saran-saran dari beberapa pembahasan keseluruhan bidang penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari apa yang telah dibahas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya di Polresta Yogyakarta dalam 

menangani kasus tawuran antar pelajar di Kota Yogyakarta terdapat 2 (dua) bentuk 

yang berbeda dan memiliki corak yang berbeda pula, bentuk pertama ialah diskresi 

dalam hal tindakan represif non yustisial yakni suatu tindakan diskresi yang 

ditujukan kepada para pelaku tawuran yang tidak terbukti melanggar perbuatan 

pidana melainkan melanggar ketentuan pidana yang bersifat pelanggaran. 

Sedangkan bentuk kedua dari tindakan diskresi yang diambil oleh Polresta 

Yogyakarta ialah tindakan diskresi dalam hal represif yustisial yang ditujukan 

kepada para pelaku yang terbukti melanggar perbuatan pidana. Adapun perbuatan-

perbuatan tersebut baik yang bersifat represif non yustisial ataupun represif 

yustisial penggunaan diskresi dapat dilakukan selama tindak pidana yang dilakukan 

oleh pelaku tersebut merupakan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya 

tidak lebih dari 1 tahun kurungan. 

Adapun upaya-upaya yang ditempuh oleh Polresta Yogyakarta dalam 

menekan angka tawuran antar pelajar di kota Yogyakarta yaitu melalui metode-

metode pengendalian sosial yang meliputi upaya pre-emtif, preventif, dan represif. 

Upaya-upaya tersebut merupakan suatu penggolongan tingkatan dalam penanganan 

tawruran antar pelajar di Kota Yogyakarta. Upaya pre emtif dilakukan dengan 
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metode pola himbauan dan pendekatan kepada para siswa, guru serta jajarannya. 

Dengan pola ini, diharapkan bisa meredam embrio konflik sosial maupun yang 

lainnya yang terjadi didalam dunia pendidikan khususnya para pelajar yang 

beresiko melakukan tawuran. Selanjutnya upaya preventif atau pencegahan yang 

dilakukan oleh Polresta Yogyakarta agar tidak terjadinya tawuran antar pelajar ialah 

dengan pola pendekatan nilai dan norma sosial melalui metode bimbingan, 

sosialisasi nilai dan norma, pemberian nasehat, hingga pencegahan melalui 

peringatan berupa sanksi dan hukuman bagi siapa saja yang melakukan tawuran. 

Sedangkan upaya terakhir yang di tempuh ialah upaya represif yaitu upaya yang 

dilakukan dengan menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan tawuran. 

Upaya ini ditempuh agar penyimpangan sosial berupa tawuran antar pelajar tersebut 

dapat dihentikan. 

Disisi lain dari tindakan diskresi yang diambil oleh kepolisian dapat pula 

kita simpulkan bahwa adanya ambiguitas antar pemahaman diskresi dan diversi 

yang ada pada personil kepolisian dengan menyatakan bahwa tindakan diversi 

dapat dilakukan berdasarkan suatu diskresi sehingga adanya keyakinan pada 

kepolisian bahwa tindakan diversi bukanlah kewajiban yang harus dilakukan oleh 

kepolisian. Padahal dipahami bahwa diversi merupakan suatu proses hukum yang 

mewajibkan kepolisian untuk menerapkannya pada setiap kasus yang melibatkan 

anak hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 5 ayat (3) UUSPPA bahwa 

didalam Sistem Peradilan Pidana Anak baik pada proses penyidikan, peradilan 

anak, pembinaan serta pengawasaan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum diwajibkan melalui upaya diversi. 
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B. Saran 

Dalam hal ini upaya dari penulis agar penelitian ini tidak hanya jadi bahan 

bacaan semata, maka penulis berusaha memberikan beberapa saran yang mungkin 

dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya meliputi masalah-masalah yang ada 

dalam variable penelitian ini, adapun saran-saran tersebut antara lain : 

1. Sejauh ini kebijakan diskresi sangat berperan dalam membantu Polri 

mengatasi perkara-perkara khususnya terkait dengan anak maupun dalam 

perkara umum oleh karena itu diskresi sebagai bentuk kebutuhan hukum 

yang hidup harus secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang 

khusus, mengingat masih kurangnya instrumen hukum yang mengatur 

secara khusus tindakan diskresi itu sendiri Karena tawuran pelajar bisa jadi 

diakibatkan dari gejala kurang tegasnya hukum dalam mengatur tentang 

perbuatan tawuran itu sendiri dalam hal memberi efek jera terhadap 

perilaku kenakalan/deliquency yang dilakukan oleh anak 

2. Tawuran pelajar cenderung sulit diatasi, bisa jadi diakibatkan dari gejala 

kurang tegasnya hukum dalam mengatur tentang perbuatan tawuran itu 

sendiri dalam hal memberi efek jera terhadap perilaku 

kenakalan/deliquency yang dilakukan oleh anak 

3. Ambiguitas antar diskresi dan diversi yang ada dalam pemahaman anggota 

kepolisian sangat disyaangkan, mengingat diversi merupakan suatu 

kewajiban dan secara gamblang tertuang dalam perundang-undangan yang 

harusnya menjadi dasar kepolisian dalam menangani setiap perkara yang 

melibatkan anak oleh karena itu sebaiknya diversi selalu diterapkan 
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didalam kasus-kasus yang melibatkan anak serta mengedepankan asas 

restoratif justice. Dan anggota kepolisian jika ingin menerapkan diskresi 

sebaiknya harus dengna kehati-hatian. 

4. Diskresi khususnya dalam hal masalah kenakalan anak sebaiknya 

memerhatikan hukum adat atau norma yang ada dimasyarakat, seperti 

penerapan sanksi adat yang apabila memungkinan dapat diterapkan dalam 

pemberian sanksi terhadap anak, ataupun kepolisian bisa juga 

memerhatikan instrumen internasional dan yang tak kalah penting ialah 

perlakuan terhadap anak sebaiknya memperhatikan jiwa Undang-undang 

Pengadilan anak, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang 

Kesejahteraan Anak yang intinya adalah kepentingan terbaik bagi anak 

adalah prioritas utama. 
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